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ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA

KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA SURAT
PERDAMAIJAN

MALIKI RIZAWARDANA

Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya kasus kecelakaan lalu
lintas di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil.
Dalam praktik peradilan, penyclesaian kasus semacam ini sering disertai surat
perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya. Surat perdamaian
dipandang sebagai wujud tanggung jawab moral pelaku sekaligus sarana
rekonsiliasi sosial, namun secara yuridis tidak menghapus sifat melawan hukum
dari tindak pidana. Hal ini menimbulkan isu penting terkait sejauh mana

perdamaian dapat memengaruhi putusan hakim dalam kerangka hukum pidana
yang menuntut kepastian hukum dan keadilan substantif. Permasalahan yang dikaji
meliputi: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan
lalu lintas akibat adanya surat perdamaian; dan (2) apa akibat hukum surat
perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi. Data
diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat perdamaian tidak menghapus
pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi dapat menjadi faktor yang meringankan.
Hakim menilai validitas, otentisitas, dan realisasi kompensasi dalam perdamaian,
serta mempertimbangkan dampak sosialnya. Pada tahap penyidikan dan
penuntutan, surat perdamaian dapat dijadikan dasar penghentian perkara bila syarat
restorative justice terpenuhi sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021
dan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pada tahap persidangan, perdamaian hanya
diposisikan sebagai alasan meringankan yang dapat memengaruhi jenis dan berat
pidana, misalnya pidana bersyarat atau denda. Dengan demikian, surat perdamaian
berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sejalan
dengan prinsip restorative justice yang kini diakomodasi melalui Perma Nomor 1
Tahun 2024.
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JUDICIAL CONSIDERATION IN DECIDING TRAFFIC ACCIDENT

CASES BASED ON THE EXISTENCE OF A PEACE AGREEMENT

The background of this research stems from the increasing number of traffic
accident cases in Indonesia that cause loss of life and material damages. In judicial
practice, the resolution of such cases is often accompanied by a peace agreement
between the offender and the victim or the victim’s family. A peace agreement is
considered as a form of the offender’s moral responsibility as well as a means of
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SGCiGL FECTTICH awfid natiie of the
criminal act. This raises important issues regarding the extent to which peace
agreements can influence judicial decisions within the framework of criminal law
that demands both legal certainty and substantive justice. The problems examined
include: (1) how judges consider peace agreements in deciding traffic accident
cases, and (2) the legal consequences of peace agreements on the resolution of

traffic accident cases.

conceptual, and jurisprudential approaches. Data were obtained through library
research by reviewing primary, secondary, and tertiary legal materials, and were

analyzed qualitatively.

The results of the study show that peace agreements do not eliminate the
offender’s criminal liability but can serve as mitigating factors. Judges assess the
validity, authenticity, and realization of compensation in the agreement, as well as
consider its social impact. At the investigation and prosecution stages, a peace
agreement can be the basis for terminating a case if the requirements of restorative
Justice are fulfilled, as regulated in Police Regulation Number 8 of 2021 and
Prosecutor’s Regulation Number 15 of 2020. At the trial stage, peace agreemeiits

pec
only serve as mitigating considerations that may affect the type and severity of the
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sentence, such as conditional imprisonment or fines. Thus, peace agreeinents
function as a bridge between legal certainty and substantive justice, in line with the
principle of restorative justice which is now accommodated through Supreme Court

Regulation Number 1 of 2024,

Keywords: Judicial Consideration, Peace Agreement, Traffic Accident, Restorative

Justice.
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DA
BABI

PENDAHULUAN

Hukum berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia.
Sebagaimana diketahui, bidang hukum harus sesuai dengan kemajuan
masyarakat, ketaatan terhadap hukum mempunyai hubungan yang sangat erat,
terutama antara hukum dengan perlindungan yang diabaikannya. Setiap hukum
harus selaras dengan kebiasaan baik dan norma norma masyarakat agar
—\t P Anmwcrnaa laliinon lenensn h..l

san : 141 rrvean  Adn
iictiaatinnya uctpat |6|uaaa, naiciia unuiit aua

masyarakat.

syarat pembangunan negara ke arah yang baik adalah keamanan. Hukum harus
fleksibel dan tidak kaku, terutama ketika menyelesaikan masalah yang harus
nen smansantambnline Tiw sl rnan vrasa s sen e A

ingRuingadn yang |||cuuukiiﬁg

pembangunan.

Hukum memiliki peran yang strategis dalam membangun negara,

mengikuti perkembangan masyarakat. Aturan yang berkembang mengenai

masalah lalu lintas merupakan bukti bahwa hukum memiliki peran strategis

peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembangunan dan
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integritas nasional scbagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kescjahteraan
semua (umum). Scktor transportasi nasional harus dibangun untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, otonomi daerah, akuntanbilitas, dan kemajuan
tcknologi dan ilmu pengetahuan seria memastikan keamanan, kesclamatan,
ketertiban, dan kelancaran angkutan.

Berlalu lintas adalah proses yang terjadi di jalan raya dan sangat penting
bagi kehidupan masyarakat. Jalan raya dibutuhkan olch masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan mobilitas dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya.
Dengan banyaknya lalu lintas, keinginan untuk memanfaatkan jalan raya untuk
itas dan perjalanan. Oleh karena itu, sangat penti
keadilan dan hukum terkait aktivitas di jalan raya.

Beberapa hal yang menarik perhatian adalah faktor-faktor yang

motor atau kendaraan lain dan seberapa besar dampaknya terhadap kepadatan

lalu lintas, perilaku pengguna jalanyang taat, dan seberapa disiplin mereka saat

Perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi pengguna jalan, bahkan mengancam
nyawa ini terutama terkait dengan upaya penegakan hukum saat ini, yang

35 Vnsmnsncsnse ) VU
Qi idpanigdin. rang

canant: 154a Yoataha Balims afali
seperti Kita ketanui belum efekt

faktor seperti :

1. Kondisi dan jumlah kendaraan saat ini tidak memadai
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3. Penanganan Pelanggar lalu lintas s yang buruk karena hukum yang tidak

bijaksana

Dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut khususnya pada
industri otomotif, minat masyarakat untuk berkendara di jalan raya semakin
meningkat. Akibatnya, tanpa disadari aktivitas tersebut akan minumbulkan
peningkatan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas di jalan raya seperti
ketertiban, ketenangnan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Selain itu, banyak gangguan yang terjadi ini akan memengaruhi aturan

saat ini, karena pengguna jalan raya dengan tertib dan teratur sulit untuk dicapai

dan dampak lainya yang merugikan.

Kecelakaan di jalan raya adalah kejadian tiddak disengaja dan tidak
ibatkan pengguna kendaraan atau pengguna jalan lainnya
yang terjadi di jalan raya yang dapat menimbulkan kerugian harta benda.

Namun, “kecelakaan” didefinisikan dalam KBBI sebagai kejadian

tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya dan dapat mengakibatkan

proses hukum, baik perdata maupun pidana umum. Oleh karena itu, perbuatan

Namun hal yang sama diantara keduannya dikatakan salah, dan masing masing

merupakan pelanggaran terhadap suatu larangnan atau kewajiban hukum.

dapat mengakibatkan pidana yang dapat melekat pada pelanggaran tersebut.


https://v3.camscanner.com/user/download

Apabila terbukti bersalah, maka akibat pidana yang dimaksud adalah tuntut
pidana di pengadilan pidana dan sanksi pidana.

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai dasar anak hukum untuk
ketentukan pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian atau
luka-luka.

Perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas seringkali diselesikan

secara hukum di luar pengadilan, selain mematuhi peraturan yang berlaku.

mencapai kesepakatan. Mekanisme yang sering disebut scbagai “Alternatif
penyelesaian sengketa” Alternative Dispute Resolution (dalam bahasa

bnsenndsl sanercenlacninse sasmaloa ~\? ndal- IA
wt ll pCII)’CIUDaldll DCIIbl\C ) a rat 1<

seaAnsannsa

indoncsia berarti “al
memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan
melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau apa pun
....................

Perdamaian dalam hukum pidana sama dengan perdamain dalam hukum
perdata. Dalam hukum pidana, perdamaian adalah penyelesaian suatu perkara
pidana di luar pengadilan, yaitu perdamaian anatara kedeua belah pihak.
Dimana pihak yang di rugikan (korban) memaafkan pelaku dan tidak menuntut
hukuman lagi, sehingga proses hukum dapat dihentikan atau hukuman dapat di
u lintas dapat di berikan konpensasi oleh

pelaku terutama jika pelaku memiliki status ekonomi yang kuat.
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[1al ini dikarenakan fakta bahwa korban pelanggaran lalu lintas jalan
biasanya mengalami luka ringan atau luka berat yang mengharuskan mercka
mendapatkan perawatan di rumah sakit dan biaya pemakaman bagi mereka
yang meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan (LLAJ)

Nomor 22 Tahun 22009, setiap instansi (stakeholder) dapat memberikan
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sosialisasi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan secara
satu cara berikut :
1. Kementerian yang bertanggung jawab terutama atas prasarana jalan
berhubungan dengan kementerian yang bertanggung jawab atas jalan
2. Kementerian yang bertanggung jawab atas layanan lalu lintas dan
angkutan jalan berhubungan dengan kementerian yang berkewenangan
bertanggung jawab atas layanan tersebut.
3. Kementerian lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) berhubungan dengan
pihak terkait.

Pembagian wewenang dalam bentuk pembinaan bertujuan untuk
memperjelas tanggung jawab pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan
sehingga pengguna lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dapat merasakan lalu
dan berdaya guna dan dapat di
pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Hukum dalam lalu lintas sendiri harus memiliki fungsi ganda yaitu
menimbulkan rasa tertib, tentram atau bebas bagi seluruh pengguna lalu lintas.

Undang-Undang lalu lintas harus mampu menggabungkan kebebasan pengguna
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jalan dengan ketertiban yang masyarakat ingin capai. Situasi seperti ini wajib
dipadukan dengan penegak hukum oleh aparat pencgak hukum agar semua
masyarakat mendapatkan rasa yang nyaman, aman, dan penanganan suatu kasus
lalu lintas akan menimbulkan rasa yang sangat adil.

Kasus kecelakaan lalu lintas merupakan suatu yang sangat menarik, olch
karenanya peraturan lalu lintas merupakan suatu sistem hukum yang tidak
spiritual atau netral. Penegakan peraturan lalu lintas adalah pekerjaan yang sulit.
Pada aturan lalu lintas memiliki dua tugas pokok yaitu menjaga ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu, pada umumnya masyarakat

bertugas menciptakan keamanaan dan memelihara keamanaan. Konflik

pengguna fasilitas lalu lintas akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

lintas,menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan umum (LLAJ) Nomor

22 Tahun 2009. Undang-Undang ini dengan jelas menetapkan hukuman pidana

Adanya peraturan resmi tentang mengemudi diharapkan membuat orang
lebih berhati hati saat berkendara. Ini akan meningkatkan kesejahteraan hidup
masyarakat Indonesia dan mengurangi angka kecelakaan. Selain itu, peraturan
ini sesuai dengan situasi saat ini, Pasal 105 Undang-Undang lalu lintas dan

angkutan jalan (LLAJ) menyatakan sebagai berikut :'

! Feriansyah, sejarah singkat regulasi lalu lintas dan angkutan jalan di indonesia,http:/(feriansyah
wordpresmcom),di akses pada tanggal 10 Juni 2024, jam 14.10 WIB
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1. Berperilaku yang sopan dan tertib
2. Mencegah hal hal yang dapat membahayakan keamanan dan
keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat membuat
dampak kerusakan pada jalan.
Selama ini terhadap kasus pidana kelalaian terdapat sisi baik dan buruk
di bidang hukum. Secara umum orang bersalah dikarenakan ditemukan

e A~1n calisiak  Vatadian Tardlabasa waneg siadvaliakl-aa Eas hask
aian dalam SCouari }\ dian l\cucual\aan yaiig "‘icﬁyc abkan !

meninggal dunia. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)
mendefinisikan, subjek bisa dikenakan pidana karena dianggap sudah bersifat
ai (kealpaan). Ilal terscbut dimuat dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; ”Barang siapa yang karena kesalahanya
(kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, diancam hukuman pidana penjara
paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”
Kecelakaan di jalan raya biasanya disebabkan oleh kelalaian atau
kelalaianya sendiri pemakai jalan, yang seringkali dapat merugikan pemakai
t kecelakaan yang terjadi sangat mengejutkan
karena korbannya adalah nyawa dan harta benda. Seorang pengguna lalu lintas
yang melakukan perbuatan kelalaian saat mengemudikan kendaraan, apalagi
yang dapat menimbulkan sescorang kehilangan nyawa (meninggal dunia),
seringkali melakukan penyelesaian dengan cara damai kepada keluarga korban.
Meskipun sudah ada perjanjian damai antara para pihak, namun pada umumnya
perkara pidana yang mengakibatkan meninggalnya sescorang tetap diproses

sebagaimana perkara pidana biasanya.
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Putusan pengadilan terhadap restorative justice bukan menghentikan
perkara, tetapi menjadikan kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan
dalam putusan akhir, di mana hakim bisa menjatuhkan pidana penjara yang
tidak perlu dijalani atau melepaskan terdakwa dari tuntutan jika keadilan
restoratif telah tercapai dan tidak ada lagi pertanggungjawaban pidana yang
diperlukan. Putusan ini bersifat terakhir dan mengutamakan pemulihan korban
dan masyarakat daripada pembalasan, dan hal ini diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024. Berbeda dengan diversi di
tingkat penyidikan dan penuntutan, di pengadilan, kesepakatan restorative
justice tidak menghentikan proses perkara, melainkan akan dimasukkan dalam
putusan akhir.’

Kecelakaan yang lerjadi saal mengemudi banyak yang menyebabkan
kerusakan dan korban jiwa. Salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah
tindakan kelalaian manusia. Contoh sikap lalai saat berkendara yang dapat
menyebabkan keclakaan termasuk kurang berkonsentrasi, kurang stamina,
kurang tidur, mengonsumsi alkohol atau pil penenang, tidak mempertahankan
kecepatan stau tetlalu cepat, tidak merawat kendaraan dengan baik, dan tidak
memahami turan berkendara.

Oleh karena itu sering timbul pertanyaan mengenai tujuan dari surat
perdamaian yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak serta apakah

surat perdamaian tersebut mempunyai pengaruh hukum bagi hakim dalam

2 hitps://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/restorative-justice-di-pengadilan-bukan-

menghentikan-perkara (25 juli 2025)
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memutus perkara . Keinginan untuk memahami Iebih lanjut tentang kasus
kecelakaan lalu lintas dengan adanya surat perdamaian terhadap penyelesaian
perkara, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan
judul  "TERTIMBANGAN IIAKIM DALAM MIOMUTUS PORKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA SURAT

PERDAMAIAN".

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kecelakaan
Lalu Lintas Akibat Adanya Surat Perdamaian?

2. Apakah Akibat Hukum Surat Perdamaian Terhadap Penyelesaian Perkara

Kecelakaan Lalu Lintas?

1) | B I T

. x\uaug ulugnup

Fokus utama pada ruang lingkup penelitian ini ialah untuk menggali
manfaat/fungsi surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara

kecelakaan lalu lintas, tanpa menutup kemungkinan untuk menyentuh hal-hai

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan
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1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas akibat
adanya surat perdamaian

2. Akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan
lalu lintas.

Di sisi lain, produk dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi
pengetahuan teoritis yang didapatkan selama perkuliahan di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah DPalembang dan diharapkan dapat memiliki
manfaat untuk menambah informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi

masyarkat umum dan mahasiswa hukum acara pidana juga, sumbangan gagasan

yang disampaikan kepada almamater.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim
mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan
berlangsung.?

2. Perkara adalah masaiah hukum yang periu diseiesaikan.*

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan atau tidak

W

menguntungkan yang terjadi secara tidak disengaja dan biasanya

100, P, 1 1 . 19y )
mengakibatkan kerugian, cedera, kerusakan, atau kehilangan.”

3 Pertimbangan hakim http:/repo.uinsatu.ac.id/
¢ Perkara https://jdih. kemenkeu.go.id/kamus-hukum/perkara
* Kecelakaan https://www.dictionary.com/browse/accident

10
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4. Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah

Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas

pendukung.®

LA

Surat perjanjian damai adalah surat yang berisi pernyataan

perdamaian

antara kedua pihak yang bersengketa Pertyataan damai berarti kedun betah

pihak memutuskan untuk tidak membawa permasalahan ke ranah hukum

.1 . ., , 7
atau melibaikan instansi tertentu.’

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tlasil penelitian

penelitian ini. Berikut adalah table yang berisi hasil dari penelitian terdahulu:

No| Nama Judul dan Hasil Persamaan Perbedaan
Penulis Tahun Penelitian
1. | Arman Jurnal hukun | Prospek Sama-sama | Penelitian Arman
Sahti Prospek penerapan menyoroti lebih  berfokus
penerapan konsep penerapan pada kebijakan
Lonsep dalam restoratif | keadilan kepolisian
"Penerapan | keadilan restoratif melalui  Surat
konsep penyelesaian dalam Edaran sebagai
keadilan perkara perkara dasar penerapan
restoratif kecelakaan lalu | kecelakaan | restorative
dalam lintas akan | lalu lintas. | justice,
restorative sangat terbuka | Penelitian sementara
Justice dengan Arman Sahti | penelitian  ini

[ S T TP VY 7 BT ICSAE LI MY, SOE SRR TN
alu lintas hitps.//id. wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas

7 Pengertian sura

11

t perdamaian https;//www.ilslawfirm.co.id/(11 mei 2025)
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penyelesaian
perkara
kecelakaan
dalam
penyelesaian
lalu lintas
akan sangat
terbuka.
Perkara
kecelakaan
dengan
terbitnya
Surat Edaran
lalu lintas"

(2019)

terbi-lﬁjra Surat
Edaran
Kepolisian
Republik
Indonesia,
Nomor:
SENVII2018
tentang
Penerapan
Keadilan dalam
penyelesaian
perkara pidana.
Sehubungan
dengan
berkembangnya
tujuan
pemidanaan

vang tidak lagi
J (=] o

hanya terfokus

pada upaya
untuk
menderita,
namun telah

mengarah pada
upaya

ke
arah yang lebih

perbaikan

manusiawi,
sehingga
dengan

menerapkan

 menekankan
bahwa pidana
penjara
bukanlah
solusi terbaik
karena
kerugian
korban masih
dapat
dipulihkan.
Hal ini
sejalan

dengan

penelitian ini

yang
menempatkan
perdamaian
sebagai
bagian dari
prinsip
restorative
justice.

| fokus pada
pertimbangan
hakim dalam

memutus perkara
serta posisi sural
perdamaian
dalam
memengaruhi

putusan pidana.
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konsep
keadilan
restoratif maka
pidana penjara
bukanlah solusi
yang terbaik.
Dalam
menyelesaikan
kasus
kecelakaan lalu
lintas, karena
kerugian yang
ditimbulkan
pada  korban
masih  dapat
dipulihkan,
maka  adalah
semangatnya
mengupayakan
jaminan
pemulihan dan
menciptakan
rasa  keadilan
dan
kemanusiaan,
mengutamakan
dengan
kepentingan
korban dan
pelaku.

13
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5. | Al Mahdi, | Jurnal Polisi Sama-sama | Penelitian Al
Mohd Din, | HUKUM mengizinkan | membahas Mahdi dkk. lebih
Saifuddin | “Perdamaian | penyelesaian | perdamaian | menekankan
Bantasyam | Dalam Tindak | pelanggaran dalam peran kepolisian

Pidana tindak pidana | perkara dalam
Kecelakaan | lalu lintas | kecelakaan | memperbolehkan
Lalu Lintas” | tersebut karena |lalu lintas | perdamaian
(2019) para pihak, sebagai sepanjang
khususnya sarana korban tidak
korban, tidak | penyelesaian | mengalami luka
mengalami luka | vang  diakui | berat atau
ringan maupun | secara meninggal dunia.
lagi, ditambah | hukum. Adapun
berat. Keduanya penelitian  ini
Perdamaian juga lebih
juga menekankan | menekankan
diperbolehkan | bahwa pada  dampak
oleh pihak | perdamaian | yuridis surat
kepolisian timbul  dari | perdamaian
mengingat para | kesepakatan | terhadap putusan
pihak telah | sukarela hakim meskipun
menyepakati antara korban | perkara  tetap
untuk memilih | dan pelaku. | dilanjutkan ke
berdamai dari pengadilan.
pada  proses
hukum
dilanjutkan ke
pengadilan.

3. | Annisa Jurnal Hukum | Dasar Sama-sama | Fokus penelitian

Hidayati | “Penyelesaian | pertimbangan | mengaitkan | Annisa lebih
Tindak Penyidik Polres | perdamaian | kepada diskresi

14
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|

Pidana
Kecelakaan
Lalu Lintas
Melalui
Perdamaian
Berdasarkan
Penerapan
Diskresi Oleh
Penyidikan
Lalu
Polres Barito
Kuala”

(2022)

Lintas

Barito Kuala

dalan
menerapkan
diskresi untuk
menyelesaikan
kasus lalu lintas
secara  damai
acalah bahwa
kasustersebut
bukan
merupakan
tindak pidana

yang disengaja

dan sesuai
dengan
keinginan
koban dan
pelaku  karena
sesuai dengan
konsep
keadilan

restoratif ~ dan
Peraturan
Kapolri Nomor
15 Tahun 2013
tentang  Tata
Cara
Penamganan
Kecelakaan
Lalu Lintas.

dengan
konsep
restorative
justice serta
menekankan
pentingnya
diskresi
aparat
penegak
hukum untuk
mencapai
penyelesaian

yang adil.

penyidik
kepolisian dalam

menyelesaikan

perkara lalu
lintas secara
damai.

Sementara itu,
penelitian ini
fokus pada

putusan hakim,
khususnva
bagaimana surat
perdamaian
diposisikan
dalam
pertimbangan
hakim dan akibat
hukumnya
terhadap
pemidanaan.
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G.

Mectode Penclitian

Sejalan dengan tujuan untuk menggali asas-asas hukum khususnya yang
berkaitan dengan penggunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus
perkara kecelakan lalu lintas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak

bermaksud untuk menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data sekunder fokus

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti
undang-undang, peraturan pemerintah, dan seluruh ketentuan
peraturanyang be

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti atas buku yang ditulis

oleh pakar ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, kasus hukum,

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang

sifatnya di tujukan untuk memberi petunjuk atau informasi tambahan untuk

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk menghasilkan data

terbaik. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan kegiatan penyuntingan

,..
e
L

v rne s eeesa o~ ar

i diperiks kembali kelengkapannya,
kejelasannya dan kebenarannya, sehingga tidak ada data yang kurang maupun
salah.

Analisis data dilakukan secara kualilatif yang digunak an untuk

mengkaji aspek normatif atau yuridis melalui metode deskriptif analitis yaitu

16
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mendeskripsikan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain

untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum ®

Sistematika Penulisan

Mengutip dari buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang, keseluruhan penulisan skripsi ini disusun dalam 4
(empat) bab dengan pembagian sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, nuang lingkup,
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan penelitian
terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menyajikan tentang tinjauan umum hukum
pidana, linjauan umum perlanggung jawaban pidana, Teori Keadilan, Teori
Keadilan Restoratif, Teori pemidanaan, Teori Diskresi Hakim.

Bab IIl Pembahasan, pada bab ketiga ini berisikan pembahasan

mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas

akibat adanya surat perdamaian dan akibat hukum surat perdamaian terhadap
penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Bab IV Penutup, bagian penutup ini merupakan kesinmpulan

pembahasan, skripsi ini dituangkan dalam bentuk simpulan dan saran.

8 Bambang Sunpgono, 2017, Metode penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta, him. 129
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